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A'nggota Banggar DPRTersangka Suap DAK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menetapkan anggota Komisi XI DPR
yangjugaanggota Badan Anggaran
(Banggar) Sukiman sebagai tersangka
penerima suap Rp2,65 miliar dan

USD22.000.

Wakil Ketua KPK Thony
Saut Situmorang menyatakan,
sejak Oktober 2018 KPK telah
membuka penyelidikan baru
atas kasus dugaan suap peng-
urusan Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Dana Insentif Da-
erah (DID) dari APBN/APBN
Perubahan sejumlah daerah.
Dari hasil penyelidikan kemu-
dian dilakukan gelar perkara.

Dari gelar perkara telah
ditemukan bukti permulaan
yang cukup atas adanya tindak
pidana korupsi dalam delik
suap-menyuap sehubungan
dengan pengurusan dan peng-
aturan alokasi anggaran DAK
dariAPBN Perubahan2017dan
dari APBN 2018 untuk Kabu-
paten Pegunungan Arfak, Pro-
vinsiPapua.

Karenanya KPK memutus-
kan menaikkan penyelidikan
kasus ini ke penyidikan. Bersa-

maan dengan itu KPK mene-
tapkan anggota Komisi XI DPR
yangjuga anggota Banggar dari
Fraksi PAN Sukiman sebagai
tersangka penerima suap serta
Pelaksana Tugas dan Penjabat
Kepala Dinas Pekerjaan Umum

‘PemerintahKabupaten (Pem- .

kab) Pegunungan Arfak Natan
Pasomba sebagai tersangka
pemberi suap. :

- “NPA (Natan Pasomba) di-
duga memberiuang Rp4,41 mi -
liar yang terdiri dalam bentuk
rupiah sejumlah Rp3,96 miliar
dan USD33.500. Dari sejumlah
uang tersebut SKM (Sukiman)
didugamenerimaRp2,65 miliar
dan USD22.000,” ujar Saut saat
konferensipersdi Gedung KPK,
Jakarta, tadimalam. ]

Mantan staf ahli kepala BIN
itumengungkapkan, uangyang
diberikan Natan merupakan
hasil commitmenst fee sebesar

9% daridana perimbanganber -
upa DAK dan DID yang di-
alokasikan untuk Kabupaten
Pegunungan Arfak. Adapun Su-
kiman diduga menerima uang
suap secara bertahap dalam ku-
run Juli 2017 hingga April
2018. “Penerimaan SKM me-
lalui beberapa pihak sebagai
perantara,” tegasnya.
Sautmembeberkan, mulanya
Pemkab Pegunungan Arfak me -
lalui Dinas PU mengajukan DAK
untuk tahun anggaran 2017 dan
2018ke Kementerian Keuangan

~ (Kemenkeu). Saat proses peng-

ajuan, Natan bersama pihak re-
kanan atau pengusaha melaku-
kan pertemuan dengan pegawai
Kemenkeu untuk meminta ban-
tuan. Pegawai Kemenkeu terse-
butkemudianmemintabantuan
Sukiman. Akhirnya terjadi ke-
sepakatan fee suap untuk peng-
urusan dan alokasi anggaran
DAK/Dana Alokasi Umum
(DAU)/DID untuk Kabupaten
Pegunungan Arfak tahun
anggaran 2017-2018.

“Dari pengaturan tersebut
akhirnya Kabupaten Pegu-
nungan Arfak mendapatkan
alokasi DAK pada APBN Pe -
rubahan 2017  sebesar

~Rp49,915 miliar dan menda-
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NPA (Natan Pasom-
ba) diduga memberi
_ uang Rp4,41 miliar
yang terdiri dalam
bentuk rupiah se-
jumlah Rp3,96 miliar

sejumlah uang ter-
sebut SKM (Sukiman)
didugamenerima
Rp2,65 miliardan
USD22.000.

THONY SAUT

SITLRMORANG
Wakil Ketua KPK

patkanalokasi DAK pada APBN
2018 sebesar Rp79,9 miliar,’
tegasnya.

Dia melanjutkan, untuk ke-
pentingan penyidikan, - tim
penyidik telah melakukan
penggeledahan di tiga lokasi.
Masing-masingrumahrekanan
ataupengusaha di Jakartadan

Manokwari serta rumah man -

tan pejabat Dinas Pemkab
Pegunungan Arfak yang ada
Makassar. Dari penggeledahan

dan USD33.500. Dari

tersebut, tim menyitasejumlah
dokumen terkaitkasusini.
Saut menegaskan, kasus ini

merupakan pengembanganda -

ri perkara suap DAK dan DID
tiga terdakwa yang sudah divo-

nis yang sebelum ditangkap

melalui operasi tangkap tangan
(OTT) pada 4 Mei 2018. Per-
tama , terdakwa penerima suap

total Rp3,3 miliar Amin Santo -

no (divonis 8 tahun penjara
disertai pencabutan hak politk
selama3 tahun) selaku anggota
KomisiXdanBanggarDPRdéri
Fraksi Partai Demokrat. Kedua,
terdakwapenerimasuapRp465
jutakonsultan EkaKamaluddin
(divonis4 tahun).

Ketiga , terdakwa penerima

+ suap Rp300;jutasertagratifikasi

Rp6:528:985.000;, USD55:000;
dan 325000 dolar: Singapura

(selitarRp3.568 825.000) Yaya

Purnomo(divonis6tahun6bulan
penjara) selaku kepala seksi
Pengembangan Pendanaan Ka-
wasan Perumahan dan Pemu-
kiman pada Direktorat Jenderal
(Ditjen) Perimbangan Keuangan
Kemenkeu. “KPK tetap berko-
mitmen untuk terus menelusuri
arus uang dan pelaku lain yang
juga harus bertanggung jawab
secarahukum berdasarkan bukti

yangcukup, ujarnya.

Dia memaparkan, sehu-
bungan dengan ini pula KPK
perlumenyampaikan dan me-
negaskan bahwa KPK telah dan
terus melakukan pencegahan
dan penindakan korupsi di se-
luruh wilayah diIndonesia, ter-
masuk Papua dan Papua Barat.
Langkah ini adalah bagian dari
upayaKPK mendukungpemba-
ngunan di-Papua dan Papua
Barat agj'rpembangunan terse-
but dinikmati oleh masyarakat
setempat.- Pasalnya 'korupsi
yang terjadi sangat merugikan
masyarakat setempat dan ha-
nyamenguntungkan segelintir
orang baik pejabat di pusat,
pejabatdidaerahmaupunpihak
swastayangmelakukankorupsi
secarabersama-sama.

“Sekali lagi"KPK meng-
ingatkarn, kepada seluruh pe -
nyelenggara negara baik di
pusat maupun daerah, terma-
suk kawésan Papua dan Papua
Barat, agarmelakukanpengelo-
laan keuangan negara secara
bertanggung jawab dan hati-
hati. Karena uang yang dikelola
tersebutadalahhakmasyarakat
sehingga korupsi yang dilaku-
kan sama artinya merampas
hak mas;"yarakat untuk menik -

mati anggaran dan pemba-
ngunanyangada, ucap Saut.

Juru Bicara KPK Febri Dian-
syah menambahkan, di tahap
penyelidikan sebelumnya ada
beberapa pihak yang sudah
dimintai keterangan, termasuk
Sukiman. Saat kasus'dugaan
suap Yaya Purnomo, Amin San-
tono,dan EkaKamaludinmasih
di tahap penyidikan memang
penyidik telah menggeledah
apartemen Suherlan selaku
tenagaahliSukimandanmenyi-
ta mobil Toyota Camry disertai
dokumen-dokumen  usulan
danaperimbangan daerah.

“Tersangka SKM (Sukiman)
yang kamiumumkan tadi men-
jabat sebagai anggota DPR.
Sampaisaatinitotal 70 anggota
DPR yang telah diproses dalam
berbagai perkara tindak pidana
korupsi,” ujar Febri. Dia me -
nambahkan bahwa kasus ko-
rupsi yang terkait dengan ke-
wenangan penganggaran se-
pertiinisangatdisayangkanha-
rus terjadi karena seharusnya
anggaran dapat dintkmati mas-
yarakatIndonesiasecaramaksi-
mal, bukan justru dikorupsi
untuk kepentingan pihak-pi-
haktertentu.
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